ABSTRAK

Hal pertama yang penting untuk diperhatikan ialah Perjanjian Perkawinan. Saat mengurus
pembagian harta, Anda harus melihat apakah terdapat perjanjian perkawinan mengenai
pemisahan harta benda antara suami dan istri. Apabila pasangan suami dan isteri memiliki
perjanjian perkawinan yang menyatakan memisahkan harta benda mereka, maka tidak ada
yang namanya harta bersama. Ketika perceraian terjadi, masing-masing suami atau istri
tersebut hanya akan membawa harta yang terdaftar atas nama mereka. Sebaliknya, apabila
tidak ada perjanjian perkawinan, maka pengaturan mengenai harta bersama mengacu pada
ketentuan hukum yang berlaku.Di Indonesia, ketentuan pembagian harta gono-gini baik
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam adalah dibagi %2
dari seluruh harta gono-gini antara suami dan istri. Namun, pada prakteknya hakim tidak
selalu membaginya dengan aturan tersebut. Pembagian juga harus memperhatikan keadaan
suami dan istri. Misalnya, harta tersebut kebanyakan diperoleh dari hasil kerja keras istri dan
perceraian terjadi karena KDRT yang dilakukan oleh suami. Maka hakim dapat saja memutus
pembagian yang lebih adil terhadap istri. Sedikit berbeda dengan pengaturan sebelum
berlakunya UU Perkawinan, setelah berlakunya UU Perkawinan, tentang harta benda dalam
perkawinan diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan.Yang berbeda adalah
bagian harta yang mana yang menjadi harta bersama. Dalam KUHPerdata, semua harta suami
dan istri menjadi harta bersama. Dalam UU Perkawinan, yang menjadi harta bersama adalah
harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum
perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. Harta bawaan dan
harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah

penguasaan masing-masig sepanjang para pihak tidak menentukan lain.



